
 

 
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE 

NOMOR  34 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA TERNATE, 
 

Menimbang :  a.  bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 huruf n, Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis Retribusi 
Jasa Umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota untuk 
mengatur termasuk pengaturan retribusinya; 

 

 b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya 

Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844);  

6.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 

 



 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan     
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate 
(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);  

13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan 
Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28); 

14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kota Ternate  (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 
2008 Nomor 28); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE 
 

dan 
 

WALIKOTA TERNATE 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 

TELEKOMUNIKASI. 
 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

3. Walikota  adalah Walikota Ternate 

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang 
pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara 
telekomunikasi didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 
daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap. 

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau pemerimaan dari setiap 
informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar,suara dan bunyi melalui sistem 
kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya. 

7. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan 
bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. 

8. Jaringan Telekomunkasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya 
yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi. 



 

9. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau 
terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi. 

10. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam 
bertelekomunikasi. 

11. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi 
sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 

12. Penyedia menara adalah Badan Usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta 
menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara 
telekomunikasi. 

13. Pengelola menara adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara 
telekomunikasi yang dimiliki. 

14. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang 
dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa kontruksi pembangunan menara yang mampu 
menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk 
pihak lain. 

15. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunokasi yang 
menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Center 
Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC). 

16. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan 
telekomunikasi yang desain dan bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan 
telekomunikasi.  

17. Menara bersama telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara 
bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menetapkan dan 
mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transciver Station) 
berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan rencana induk Menara Bersama 
telekomunikasi. 

18. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai 
penunjang jaringan telekomunikasi khusus. 

19. Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan 
bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada. 

20. Rekomendasi izin pengusahaan adalah rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah 
kepada badan usaha yang akan membangun menara bersama telekomunikasi di daerah. 

21. Izin Mendirikan bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin 
mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

22. Izin gangguan (HO) Menara adalah Izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon 
untuk mengoperasikan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah daerah. 

23. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi 
ruang yang tersedia. 

24. Pembanguanan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan / atau penyedia menara di atas tanah / 
lahan milik pemerintah daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga 
sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, 
pembangunan fisik Menara Bersama telekomunikasi beserta fasilitasi pendukungnya. 

25. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggaran 
telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan peyewaan, 
perawatan, perbaikan dan asuransi. 

26. Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi adalah kajian teknis terpadu tentang 
pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dinuat oleh pemerintah daerah. 

27. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kota Ternate yang 
selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan 
kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional, pengawasan dan pengendalian 
menara bersama telekomunikasi. 

28. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

29. Retribusi izin pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas pemberian perizinan pembangunan menara telekomunikasi. 

 



 

30. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang 
digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang 
terutang menurut peraturan retribusi. 

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan 
yang menentukan besarnya retribusi yang terutang. 

32. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan 
oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke 
kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota. 

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah 
surat ketetapan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang 
terutang atau tidak seharusnya terutang. 

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjunya disingkat STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

35. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data-data 
dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk 
tujuan lain dalan rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi. 

36. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
 

 
BAB  II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 
 

Pasal  2 
 

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan 
penyediaan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah. 

 
Pasal 3 

 

(1)  Setiap badan usaha yang memiliki, menyediakan dan/atau mengoperasikan menara 
telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi 
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk 
menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan 
kepentingan umum. 

(3) Subjek Retribusi adalah orang atau badan usaha yang menyediakan dan/atau 
mengoperasikan menara telekomunikasi. 

(4) Wajib Retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang menyediakan dan/atau 
mengoperasikan menara telekomunikasi. 

 
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI  

 
Pasal 4 

 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum  
 
 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA  

 
Pasal 5 

 

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan Nilai jual objek pajak (NJOP) PBB menara 
telekomunikasi  
 
 

 
 



 
BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

 
Pasal 6  

 

(1)  Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup 
sebagian biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi di wilayah daerah. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :  
a.  biaya administrasi; 
b.  biaya penelitian dan perencanaan; 
c.  biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

 
 

BAB  VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal 7 

 

Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak PBB menara 
telekomunikasi per tahun.  

 
Pasal 8 

 

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.  
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.  
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Walikota.  

 
BAB VII 

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI 

 
Pasal 9 

 

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

 
 

BAB  VIII 
WILAYAH PEMUNGUTAN    

 
Pasal 10 

 

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan 

 
 

BAB IX 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

 
Pasal 11 

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. 

 
Pasal 12 

 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan.  

 
 
 
 
 



 
BAB X 

TATA CARA PEMUNGUTAN  

 
Pasal 13 

 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.   
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, 

kupon dan kartu langganan.   
(3) Bentuk, isi, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan 

Peraturan Walikota. 
 
 

BAB XI 
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 

 

Pasal 14 
 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas. 
(2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota 

dengan menggunakan SSRD, sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD dan/atau STRD.    
(3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya 

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo 
pembayaran retribusi. 

(4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan 
retribusi wajib disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang 
ditentukan oleh Walikota. 

 
Pasal 15 

 

(1) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, diberikan tanda bukti 
pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.  

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. 

 
 

BAB XII 
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

 
Pasal 16 

 

(1) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan 
dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

(2) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

 
 

BAB XIII 
SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 17 

 

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi 
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 
 
 

BAB XIV 
PENAGIHAN RETRIBUSI 

 
Pasal 18 

 

(1)  Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan STRD 
jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar. 

(2)  Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat 
Teguran. 



 
(3)  Jumlah kekurangan Retribusi Terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditambah dengan  sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan 
dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

 
 

BAB XV 
KEBERATAN 

 
Pasal 19 

 

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat 
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan 
yang jelas. 

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus 
dapat membuktikan ketidakbenaran atas ketetapan retribusi tersebut. 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat 
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya.   

(5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan 
yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. 

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. 

(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan 
penagihan retribusi. 

 
Pasal 20 

 

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan 
diterima wajib  memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat 
Keputusan Keberatan.  

(2)  Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 
menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak 
memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

 
 

Pasal 21 
 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran 
Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2)  Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai 
dengan diterbitkannya SKRDLB. 

 
 

BAB XVI 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

 
Pasal 22 

 

(1)  Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kepada Walikota. 

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan 
pengemblian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus  
memberikan keputusan . 

(3)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota  
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Pembayaran Retribusi 
dianggap dikabulkan dan SKRDLB  harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan. 

(4)  Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 
dahulu  utang Retribusi tersebut. 

 



 
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 
(6)  Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, 

Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Walikota. 

 
 

BAB XVII 
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

 
Pasal 23 

 

(1)    Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi. 
(2)    Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada 
wajib retribusi untuk mengangsur. 

(3)    Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat diberikan 
kepada wajib retribusi yang ditimpah bencana alam dan/atau kerusuhan. 

(4)   Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, diatur dengan 
Peraturan Walikota. 

 
 

BAB XVIII 
KEDALUWARSA PENAGIHAN 

 

Pasal 24 
 

(1)  Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 
(tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi 
melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. 

(2)   Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh   jika: 
a.  ditertibkan Surat Teguran; atau   
b.  ada pengakuan  utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak 

langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 
(4) Pengkuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana diumaksud pada ayat (2) huruf b 

adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang 
Retribusi yang belum dilunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retruibusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   
huruf  b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

 
 

BAB XIX 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 

 

Pasal 25 
 

(1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan retribusi 
yang sudah kedaluwarsa, dapat dihapus. 

(2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang suydah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur degan Peraturan 
Walikota 

 
BAB XX 

INSENTIF PEMUNGUTAN 
 

Pasal 26 
 

(1)  Instansi/SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar 
pencapaian kinerja tertentu. 



 
(2)  Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi paling tinggi sebesar 5% 

(lima persen), dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan. 
(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 
(4)  Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

Peraturan dan/atau Keputusan Walikota. 
 
 

BAB XXI 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

 
Pasal 27 

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Ternate diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang 
Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang  Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu 
dilingkungan Pemerintah Kota Ternate yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 

dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang 
Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan 
tindak pidana dibidang  Retribusi; 

d. memeriksa bukti, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang 
Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, dan catatan, 
dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 
dibidang Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, 
dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 

Retribusi sesuai dengan peraturan perundng-undangan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

 
 

BAB XXII 
KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 28 
 

(1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan 
keuangan daerah diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan. 

(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan 
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling 
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan penerimaan negara. 
(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran. 

 
 
 
 



 
BAB XXIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal  29 

 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan 
Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.  
 

 
Pasal 30 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate. 
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